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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“Entah akan menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir, perempuan harus berpendidikan 

tinggi karena ia akan menajadi seorang ibu.” 

(Dian Paramita Sastrowardoyo) 
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ABSTRACT 

This research is conducted by research in the form of financial statements, from 

cash toaccruals become the basis of accruals. This condition is caused by human 

resources. This causes problems in creating financial statements. The purpose of research 

to find out how the application of accounting standards. The theory used, the financial 

statements in Erlina, consists of several dimensions, that is, understandable, relevant, 

reliable and can be compared with some indicators. The research method is descriptive 

qualitative. Data collection techniques with interviews to key informants, and literature 

study. The results of research, in accordance with qualitative characteristics have been 

applied according to aspects that are, understandable, relevant, reliable, and comparable. 

In terms of the extent of relating to aspects related to resources. Any changes that occur 

are expected from the government of Prabumulih City can be given training on financial 

reporting staff who managed by the Office of Revenue Management Finance and Regional 

Assets Prabumulih City. 

Keywords: Implementation, Finance, Accounting, SAP, DPPKAD 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilatar belakangiolehadanya perubahan kebijakan dalam menyusun 

laporan keuangan, dari cash to akrual menjadi basis akrual. Kondisi ini menimbulkan 

permasalahan dikarenakan sumber daya manusia kurang memahami akuntansi 

pemerintahan. Hal ini menyebabkan terjadinya kendala dalam menyusun laporan 

keuangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi 

pemerintahan. Teori yang digunakan yaitu, karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam 

Erlina, terdiri dari berberapa dimensi yaitu, dapat dipahami, relevan, andal dan dapat 

dibandingkan dengan beberapa indikator. Metode penelitian yang digunakan deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada key informan, observasi 

dan studi pustaka. Hasil penelitian, berdasarkan karakteristik kualitatif sudah diterapkan 

sesuai aspek yaitu, dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Dari keempat 

aspek tersebut kendala yang dihadapi terdapat pada aspek dipahami dikarenakan 

kurangnya pemahaman sumberdaya manusia mengenai standar akuntansi pemerintahan. 

Adanya kendala yang terjadi diharapkan dari pemerintahan Kota Prabumulih dapat 

mengadakan pelatihan pada pegawai penyusun laporan keuangan terutama pegawai yang 

akan dimutasike Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Prabumulih.  

Kata kunci: Penerapan, Keuangan, Akuntansi,SAP, DPPKAD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perudang-

undangan yang berlaku. Hakekat otonomi adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan 

kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut 

yang meliputi dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, 

pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan 

pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk 

mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah, serta jenis dan besar belanja yang 

harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem 

desentralisasi secara transparan, efekif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. 

Pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan tuntutan yang 

harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban 

tersebut memerlukan media tertentu. Salah satu media untuk memfasilitasi proses 

pertanggungjawaban pemerintah daerah yaitu dengan penyajian laporan keuangan 

pemeritah daerah yang kompetitif. Laporan keuangan pemerintah daerah dapat 

memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusun anggaran pada periode 

berikutnya, penilaian prestasi kerja pemerintah serta sebagai alat pemotivasi, oleh karena 

itu dibuat sebuah sistem akuntansi yang merupakan standarisasi laporan keuangan yang 
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Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah 

yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemeritah pusat dan daerah yang 

tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan KMK 308/KMK.012/2002. Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan 

pertanggung jawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi 

pemerintahan. Terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) selain untuk mewujudkan 

good governance juga merupakan jawaban atas penantian adanya pedoman pelaporan 

keuangan yang dapat diterima umum..  

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berasis Akrual (PP No. 71 Tahun 2010 pasal 7 

ayat 1). Berdasarkan hal tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan 

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan 

keuangan pemerintah di Indonesia. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

menjadikan laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah akan lebih berkualitas (dapat 

dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan).  

Secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi 

yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. 

Akuntansi berbasis kas pencatatannya dilakukan tidak pada saat transaksi tetapi saat bukti 

transaski diterima, hanya fokus pada arus kas yang sedang berjalan. Akuntansi berbasis 

akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih 

wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah 

yang telah dibayarkan tetapi memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun 
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yang belum dibayar. Akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih 

baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. 

Akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan 

dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan dapat mengukur efektivitas kinerja keuangan 

pemerintah. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi 

suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah melalui kementrian 

keuangan membuat standar dalam penyajian laporan keuangan untuk mewujudkan 

akuntansi pemerintah berbasis akrual. 

Kota Prabumulih saat ini, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah 

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam pembuatan 

pelaporan keuangan. Tahapan penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih dimulai pada tahun 

2010, standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan di Kota Prabumulih sendiri masih 

pada tahap kas menuju akrual. Pada tahun 2010 diterbitkan kembali PP SAP nomor 71 

Tahun 2010 salah satu kerangka konseptual yang berubah adalah adanya penerapan 

berbasis akrual secara penuh walaupun hal tersebut akan diterapkan secara bertahap. 

Tahapan penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Pendapatan dan 

Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih pada tahun 2015 sudah harus 

pada tahap basis akrual. Berdasarkan hasil pendapat yang diutarakan oleh Kasubid 

Akuntansi Pelaporan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kota Prabumulih: 

“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tahun 2015 sudah pada tahap 

SAP berbasis akrual. Sesuai dengan keputusan yang diberikan pemerintah pusat, 

penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara penuh dilaksanakan 

pada tahun 2015.”  
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Pernyataan kasubid akuntansi pelaporan menyatakan penerapan standar akuntansi 

pemerintahan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Prabumulih sudah dalam tahap basis akrual. Ini sejalan dengan isi dalam standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual, bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat 

segera di terapkan mulai tahun 2010 dan apabila entitas pemerintah belum siap 

menerapkan masih diperkenankan untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah kas 

menuju akrual (PP No 24 tahun 2005) sampai dengan tahun anggaran 2014, pemerintah 

diberikan waktu untuk mempersiapkan penerapan basis akrual sampai tahun anggaran 

2014 sehingga pada tahun 2015 semua instansi pemerintahan sudah diharuskan 

menggunakan basis akrual. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat diterapkan 

sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, maka 

diperlukan sebuah strategi dan rencana kerja untuk memandu pelaksanaan penerapana 

standar akuntansi pemerintahan.  

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun rencana strategi 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Tujuan dibuatnya strategi 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berisi mengenai langkah-langkah yang 

dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk mengimplementasi 

penuh Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Strategi penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan dimulai dari anggaran tahun 2010 sampai dengan tahun anggaran 

2015. Strategi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diharapkan dapat 

membantu untuk mencapai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan 

andal mengingat dokumen yang dihasilkan sangat penting yaitu laporan keuangan. Strategi 

penerapan standar akuntansi berbasis akrual, dapat dilihat dari tabel 1.  
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Tabel 1 Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual 

Tahun  Agenda 

2010  Penerbitan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

 Mengembangkan kerangka kerja akuntansi berbasis akrual 

 Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual 

2011  Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi 

 Pengembangana sistem akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan 

detail requirement) 

 Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

2012  Pengembangan sistem akuntansi dan TI (lanjutan) 

 Pengenbangan kapasitas Sumber Daya Manusai (SDM) lanjutan 

2013  Piloting beberapa KL dan BUD 

 Review, evaluasi dan penyempurnaan sistem 

 Pengembangan kaspasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lanjutan 

2014  Parallel Run dan konsolodasi seluruh laporan keuangan 

 Review, evaluasi dan penyempurnaan sistem 

 Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lanjutan 

2015  Implementasi penuh 

 Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lanjutan  
Sumber : Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP: 2010) dalam Halim (2013:75) 

Strategi penerapan standar akuntansi pemerintahan ini dimuali pada tahun 2010 yaitu 

awal mula langkah yang dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) 

adalah penerbitan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pengembangan 

kerangka kerja akuntansi berbasis akrual, dan sosialisasi, sampai dengan tahun 2015  yaitu 

pengimplementasia penuh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. 

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat setiap tahunnya selalu dilakukan pengembangan Sumber 

Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kualitas pengguna Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan strategi yang dilakukan yaitu pengembangan sistem teknologi informasi. 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sudah menggunakan sistem komputerisasi 

yang mana diharapakan dapat memberikan kemudahan dalam membuat laporan keuangan 

dan sebagai perwujudan akuntabilitas dan tranparansi keuangan kepada masyarakat. Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih telah menerapkan 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem ini merupakan salah 
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satu bagian dari pengembangan sistem akuntansi dalam penerapan standar akuntansi 

pemerintah. Dengan adanya sistem terkomputerisasi diharapkan penerapan standar 

akuntansi pemerintahan dapat terlaksana secara efektif.  

Peneltian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan 

standar akuntansi pemerintahan dalam membuat laporan keuangan yaitu, penelitian yang 

dilakukan oleh Misnawati (2015) mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Daerah Istimewa Aceh, Kota Lhokseumawe. Penelitian yang dilakukan oleh Misnawati 

(2015) meneliti mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan pada DPPKAD Kota Lhokseumawe yang hasilnya 

menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Standar Akuntansi Pemerintahan 

terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Lhokseumawe. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Misnawati (2015), peneliti ingin melakukan penelitian 

untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam 

menyusun laporan keuangan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Prabumulih. Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan gambaran 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam menyusun 

laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kota Prabumulih. 

b. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka masalah yang 

akan diteliti dapat dirumuskan, yaitu “Bagaimana penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan pada Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih?” 
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c. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, 

mengidentifikasi kegunaan, dan kendala dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan yang dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kota Prabumulih. 

d. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain 

a. Manfaat Teoretis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menyumbang salah satu kasus tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam menyusun laporan 

keuangan bagi Ilmu Administrasi Negara khusunya pada konsentrasi Keuangan 

Negara. 

b. Manfaat Praktis  

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau menjadi masukkan bagi Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih 

dalam membuat laporan keuangan. 
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